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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
002/DAKAM-PILKADA/XII/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat

perintah kerja (SPK) nomor 5/SPK-HIBAH/X1/2024 tanggal 25 November 2024, untuk melakukan Perikatan

Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. untuk periode 20

September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait

Pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

¢. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem
Informasi Kampanye Dan Dana Kampanye Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai
Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.1., M.Pd. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana
Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye,
dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan
RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kota Tanjung
Pinang;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Tanjung Pinang; dan
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3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah
penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota Hj. Rahma, S.IP., M.M, & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd dalam penyusunan Laporan Dana
Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.1.,
M.Pd. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka
RKDK pada Bank Umum.

2) Pasal 12 ayat (2), RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan
Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

3) Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4) Pasal 12 ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan
Calon Peseorangan.

5) Pasal 12 ayat (7), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye
dimulai.

6) Pasal 12 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

7) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

8) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7)
dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

9) Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon
berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan
30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan
pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

10) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada
Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
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b. Pengelolaan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 13 ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib
menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

c. Pelaporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan Kampanye.

2) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya
1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada:

a) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
b) KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

d. Penutupan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 15 ayat (3), Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan
Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

2) Pasal 15 ayat (5), Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan
dengan surat pernyataan dari Bank Umum.

3) Pasal 15 ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:

a) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
b) KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil
wali kota, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan informasi, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 26 ayat (1), LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu
pembukuan yang memuat informasi:
a) RKDK;
b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK;
e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Pasal 26 ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 26 ayat (2), Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
2) Pasal 26 ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak
penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian
LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 26 ayat (4), LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
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2) Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

b) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

3) Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal
penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.

4) Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu)
Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

5) Pasal 31 ayat (3), Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6) Pasal 31 ayat (4), LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3
(tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

7) Lampiran XI, FORMULIR MODEL-LADK PASANGAN CALON.

8) Lampiran XIV, FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Muatan Informasi, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 28 ayat (2), LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat informasi:
a) RKDK;
b) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
c) catatan penerimaan Pasangan Calon;
d) identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g) surat pernyataan penyumbang.

2) Pasal 28 ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 28 ayat (3), Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LPSDK.
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c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 29 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota; dan

b) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan
paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

2) Pasal 29 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal
penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.

3) Pasal 31 ayat (4), LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3
(tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai
dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

5) Pasal 45 ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima
perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon Dalam hal
LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4).

6) Lampiran XII, FORMULIR MODEL-LPSDK PASANGAN CALON.

7) Lampiran XV, FORMULIR MODEL-LPSDK PERBAIKAN PASANGAN CALON.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan Informasi, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 30 ayat (1), LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf ¢ memuat informasi:
a) RKDK;
b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK;
e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
2) Pasal 30 ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
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b. Periode Pembukuan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 30 ayat (3), Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye
berakhir.

c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 30 ayat (4), LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling
lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

3) Pasal 33 ayat (4), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota
maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud
yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

4) Pasal 33 ayat (5), LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1
(satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

5) Lampiran XIII, FORMULIR MODEL-LPPDK PASANGAN CALON.

6) Lampiran XVI, FORMULIR MODEL-LPPDK PERBAIKAN PASANGAN CALON.

d. Sumber Klasifikasi dan Indentitas Penyumbang, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:

a) sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan
dan/atau badan hukum swasta.

2) Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan
dan/atau badan hukum swasta,

3) Pasal 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

4) Pasal 8 ayat (1), Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan
Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (7) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi
identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

5) Pasal 8 ayat (2), Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus dilengkapi dengan surat
pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah
sumbangan.

6) Pasal 8 ayat (3), Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a) nama Partai Politik Peserta Pemilu;
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b) alamat Partai Politik Peserta Pemilu;

¢) nomor keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang termutakhir di
masing-masing tingkatan;

d) nomor pokok wajib pajak Partai Politik Peserta Pemilu;

e) nama dan alamat pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;

f) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;

g) jumlah sumbangan;

h) asal perolehan dana; dan

i) pernyataan bahwa:

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

7) Pasal 8 ayat (4), Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. penyumbang perseorangan:

. hama;

. tempat/tanggal lahir dan umur;

. alamat penyumbang;

. homor telepon/telepon genggam;

. homor induk kependudukan;

. nomor pokok wajib pajak;

. asal perolehan dana; dan

. pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan
atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan

b. penyumbang badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;

2. alamat badan hukum swasta;

3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;

4. nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;

5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;

6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
5
8
9
1

ONOUTBDWN =

. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
. asal perolehan dana;

. keterangan tentang status badan hukum; dan
0. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan
atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

8) Pasal 8 ayat (5), Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
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9) Pasal 8 ayat (6), Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

10) Pasal 8 ayat (7), Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini, serta dilampiri dengan salinan akta pendirian badan hukum swasta.

11) Pasal 11 ayat (3), Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. setoran tunai ke RKDK; dan
b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.

12) Pasal 11 ayat (4), Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

13) Lampiran II, FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK.

14) Lampiran III, FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN
PERSEORANGAN

15) Lampiran IV, FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN
HUKUM SWASTA

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan Kampanye.

2) Pasal 21 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.

3) Pasal 21 ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.

4) Pasal 21 ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

5) Pasal 21 ayat (4), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran
berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

6) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Laporan Dana Kampanye.

7) Pasal 21 ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon.

8) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

9) Pasal 21 ayat (8), Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 9 ayat (1), Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
2) Pasal 9 ayat (2), Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

g. Sumbangan yang Dilarang, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima
sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3):
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a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota;

c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari
setelah masa Kampanye berakhir; dan

d) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf
¢ kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir,

2) Pasal 73 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye
yang berasal dari:

a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing;

b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau
sebutan lain.

3) Pasal 73 ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):

a) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;

b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; dan

c¢) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari
setelah masa Kampanye berakhir.

4) Pasal 73 ayat (3), Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk
juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh
sahamnya dimiliki asing;

b) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih
dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan

c) organisasi masyarakat asing.

5) Pasal 73 ayat (4), Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan

b) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye yaitu untuk:

a. pembiayaan aktivitas Kampanye;

b. pembayaran hutang; dan

c. pengeluaran lain-lain,

yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

3) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan
Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

4) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Laporan Dana Kampanye.

5) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
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6) Pasal 83 ayat (1), Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasangan
Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

7) Pasal 83 ayat (2), Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh
suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih
dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Hj. Rahma,
S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan
yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan
dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat,
lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye,
sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana
Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang
diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd.,
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami
tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz,
S.Pd.I., M.Pd. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.1., M.Pd
Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd bertanggungjawab atas penyusunan
Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam
laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk
penyusunan laporan.

Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd juga bertanggungjawab atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah
dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan
Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk
persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut
juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam
mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak
kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I.,
M.Pd dari KPU Kota Tanjung Pinang.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. & Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. dalam
Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.
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Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Tanjung Pinang

dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab
atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

ptor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan

10 Desember 2024
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F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

® @

Pagilasban PKS

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Nama ¢ Hj. RAHMA, S.IP ., M.M.

Perum Kijang Kencana lll, Blok C No.461, RT 004 RW 009, Kelurahan
Alamat . Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjugpinang,
Provinsi Kepulauan Riau

Nomor Induk Kependudukan » 2172025105750003
Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : RIZHA HAFIZ, S.Pd.| ., M.Pd.

JI. Peralatan Perum Golden Hill No.35 RT 003 RW 004, Kelurahan
Alamat :  Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Nomor Induk Kependudukan 1 2172011912850004
Jabatan . Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon |Peraturan KPU Nomor 14
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. tentang Dana  Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1; 2 3 4 <]
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak |Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)|KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum masa Kampanye dimulai. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor|Pasal 13 ayat (4) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU . KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
2. |Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum|KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 |Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan|Pasal 15 ayat (6) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye dari bank umum|KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa|Kampanye Pemilihan Gubernur
Kampanye. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh

a.

b.

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima  sebelum  periode
pembukuan;

. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon

termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan

Bukti penerimaan dan
dipertanggungjawabkan.

pengeluaran yang dapat

KPU Nomor 14 tentang

Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang | Pasal 26 ayat (2) Peraturan Patuh
dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) | KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum waktu penyampaian LADK. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari|Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan |KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta| Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran|KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penyampaian a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah|Peraturan KPU Nomor 14
melalui Sikadeka; tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa|Pasal 31 ayat (2) Peraturan Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; [KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling|Peraturan KPU Nomor 14
lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian [tentang Dana  Kampanye
dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling|Pemilihan Gubernur dan Wakil
lambat pukul 23.59 waktu setempat. Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
4, |Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5

3)

3)

6)

8)

9)
10)
11)

12)

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang
terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)
11)

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan fransaksi
pengeluaran.
C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU |Pasal 28 ayat (2) Peraturan Patuh
yang memuat informasi: KPU Nomor 14
a. RKDK tentang Dana Kampanye
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; Pemilihan Gubernur dan Wakil
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam [Wakil Bupati, Serta Walikota
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
g. Surat pernyataan penyumbang.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan|Pasal 28 ayat (3) Peraturan Patuh
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan |KPU Nomor 14 tentang Dana
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum|Kampanye Pemilihan Gubernur
penyampaian LPSDK. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan [KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran |KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan|Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah [Peraturan KPU Nomor 14
melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat|tentang Dana  Kampanye

pukul 23.59 waktu setempat.

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5

b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 32 ayat (4) Peraturan Patuh

LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling| KPU Nomor 14 tentang Dana

lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian | Kampanye Pemilihan Gubernur

dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling|dan Wakil Gubernur, Bupati

lambat pukul 23.59 waktu setempat. dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1)

2)

3)

4)
5)

9)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukti-bukti
pengeluaran

transaksi penerimaan dan transaksi

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan
yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)
5)

7)
8)

9)

FORMULIR g LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN  DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN  DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
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D. |Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Muatan Informasi | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 30 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber|Nomor 14 tentang Dana
perolehan; Kampanye
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Pemilihan Gubernur dan Wakil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan | Gubernur, Bupati dan Wakil
Kampanye apabila diterima  sebelum  periode |Bupati, Serta Walikota dan
pembukuan; Wakil Walikota
d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah|Pasal 30 ayat (3) Peraturan Patuh
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat|KPU Nomor 14 tentang Dana
masa Kampanye berakhir. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran|KPU Nomor ...tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupaii
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan|Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah | Peraturan KPU Nomor 14
melalui Sikadeka. tentang Dana  Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari| Pasal 33 ayat (2) Peraturan Patuh
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 | KPU Nomor 14 tentang Dana
waktu setempat. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 33 ayat (5) Peraturan Patuh
LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling| KPU Nomor 14 tentang Dana
lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian | Kampanye Pemilihan Gubernur
dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling|dan Wakil Gubernur, Bupati
lambat pukul 23.59 waktu setempat. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  DANA

KAMPANYE (LPPDK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan
yang terdiri atas:




NO
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1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN,;

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politk dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum
swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh
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a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasia
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU ; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.

Pasal 73 Peraturan KPU
Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan akiivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

CALON WALIKOTA
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RAMAIH

Hj. RAHMA - RIZHA HAFIZ

o

(Hj. RAHMA, S.IP ., MM.)

Tanjungpinang, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

o

(RIZHA HAFIZ, S.Pd.l ., M.Pd.)




LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANJUNG PINANG

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
HJ. RAHMA, S.IP ., M.M. - RIZHA HAFIZ, S.PD.I ., M.PD.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 [Penerimaan sebelum periode 1.000.000 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
Pasangan Calon 800.000.000
Partai Politik atau Gabungan Partai 0
Politik
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
4, Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 800.000.000 0 0
A.3 |Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 256.128
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 256.128
A.4  |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
L. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 452.732.000 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2 Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 452.732.000 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 801.256.128 452.732.000 0
B Pengeluaran sebelum periode 0 0 0

pembukuan




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
B.1 | Pengeluaran
1 Rapat Umum 0 0 0
2. Pertemuan Terbatas 1.100.000 392.000 0
3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 259.930.000 195.185.000 0
4, Pembuatan/Produksi lklan di Media 0 0 0
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
5, Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 452.732.000 0 0
Peraga Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 0 0 0
Umum
Pemasangan Alat Peraga Kampanye 24.000.000 0
Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 0 0
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan
. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 51.226 0 0
b. Pembelian Aset 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 0 0
d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0
e. Pembayaran Utang Pembelian 0 0 0
Barang
f. Pengeluaran Lain 61.500.000 0 0
TOTAL PENGELUARAN 799.313.226 195.577.000 0
C Utang
i Utang Pembelian Barang 0 0 0
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 1.204.902 0 0
Kampanye
Kas di Bendahara 738.000
Barang 0 257.155.000

CALON WALIKOTA TIH PEMENANG.-.. '

-

(Hj. RAHMA, S.IP ., M.MVE

RAHMA - RIZHA HAFIZ

Tanjungpinang, 24 November 2024
CALON WAKIL WALIKOTA

( RIZHA HAFIZ, S.Pd.I .,

M.Pd.)




3 KPU Kota Tanjungpinang

Laporan Asurans Independen (LAI) Publikasi
atas
Laporan Audit Dana Kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, MM
Kota Tanjungpinang
Tahun 2024
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 003/2.0925/KPU-DAKAM/1881/X11/2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Tanjungpinang

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Perintah
Kerja nomor : 6/SPK-HIBAH/XI/2024 tanggal 25 November 2024, untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs.
H. Raja Ariza, M.M untuk periode Laporan Dana Kampanye tanggal 20 September sampai dengan
23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana
Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya; dan

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.
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Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H.
Raja Ariza, M.M terdiri dari:

1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber
dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1
(satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kota Tanjungpinang;

2 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan
1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Tanjungpinang;

3 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu)
hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M
dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon
dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 12 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka
RKDK pada Bank Umum;

2) Ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi
Pasangan Calon;

3) Ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;

4) Ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;

5) ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan
RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
masa Kampanye dimulai;
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6) Ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota;

7) Ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang
ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

b. Pembukaan, Pasal 13 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pembukaan RKDK dilengkapi
dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

c. Pembukaan, Pasal 14 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan
tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan
pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota;

2) Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: (1)
putusan Bawaslu; atau (2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat
dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

d. Pengelolaan, Pasal 13 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dalam hal RKDK dikelola oleh
pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK
kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.

e. Pelaporan, Pasal 13 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
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f.  Pelaporan, Pasal 11 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Penerimaan Dana Kampanye
yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan Kampanye.

g. Penutupan, Pasal 15 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa
Kampanye berakhir;
2) Ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Bank Umum; dan
3) Ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK
dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 26 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, yang memuat informasi:

1) RKDK;

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

5) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Muatan Informasi, Pasal 26 ayat (5) PKPU nomor 14 tahun 2024, LADK Pasangan Calon
ditandatangani oleh Pasangan Calon.

c. Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan
RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
2) Ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang

ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai
dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

d. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (2), a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b) Pasangan Calon
menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka;

2) Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
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e. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 27 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

2)

3)

(a)

(b)

Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan
dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakil walikota.

ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

(a)

(b)

Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota; atau

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal
penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan
dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

()

(8)
(h)
)
0)
(k)

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

f. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (3), Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
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2)

3)

walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen

LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Ayat (4), LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi

untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk

pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka

paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara

hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur

dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota,

paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda

terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon

wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri

atas:

(a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;

(b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

(c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;

(d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

(e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

(f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

(g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

(h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

(i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

(j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

(k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi Pasal 28 PKPU nomor 14 tahun 2024, LPSDK memuat informasi:

1)

2)

ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
a) RKDK;

b) jumlah sumbangan Dana Kampanye;

c) catatan penerimaan Pasangan Calon;

d) identitas penyumbang;

e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

g) surat pernyataan penyumbang.

ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, Pasal 28 ayat (3) PKPU nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon
mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
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C.

e.

f.

Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 32 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024,
(a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
(b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen
LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;

Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 31 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024,
Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon
kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda
perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 29 PKPU nomor 14 tahun 2024:

a. Ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: (a)
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; (b) berhalangan tetap setelah LPSDK
disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

b. Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: (a)

putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; atau (b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling
lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII PKPU nomor

14 tahun 2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai

dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

2) Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;

3) Formulir 3, surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK);
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4)
5)
6)
7)
8)

g. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU nomor
14 tahun 2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK
dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) perbaikan;
Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;

Formulir 3, surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, Pasal 30 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024:

1)

2)

b. Periode Pembukuan, Pasal 30 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon
mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan

ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
(a) RKDK;
(b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

(c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan
dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

(d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum

pembukuan RKDK;
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
(f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
(g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
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c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1)

2)

Ayat (2), (a) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; (b)
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen
LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;

Ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan
oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan
berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 30 ayat (4) Lampiran XIII PKPU nomor 14 tahun
2024, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan
dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

iy
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;

Formulir 3, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
Formulir 4, daftar persediaan barang dana kampanye;

Formulir 5, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum
periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
Formulir 6, asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

10)Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
11)Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
12)Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 ayat (4) Lampiran XVI PKPU nomor 14 tahun
2024, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:

1)

2)
3)
4)

Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK)
perbaikan;

Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;

Formulir 3, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
Formulir 4, daftar persediaan barang dana kampanye;
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5) Formulir 5, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum
periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup;

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11)Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

12)Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

f.  Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 6 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye

Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat
diperoleh dari:
(a) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon; (b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau (c) sumbangan pihak lain
yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum
swasta;

2) Ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

(a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau (b) sumbangan pihak lain yang tidak
mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;

3) Ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas
yang jelas.

g. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 8 PKPU nomor 14 tahun 2024, (a)
Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang
memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan; dan (b) Sumbangan
yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri
salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

h. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 11 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (3), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
penyumbang;

2) Ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan dan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai
pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

i. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan
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diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;

2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;

4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib
mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye
dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan
Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

j.  Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 11 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dana
Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan kampanye.

k. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 9 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan
Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang perseorangan; dan

2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk
penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan
pengusul Pasangan Calon.

. Sumbangan yang Dilarang, Pasal 73 PKPU nomor 14 tahun 2024, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

1) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing;

2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa
atau sebutan lain.

m. Sumbangan yang Dilarang, Pasal 9 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon
perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
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1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;

3) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari
setelah masa Kampanye berakhir; dan

4) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat
belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

n. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 18 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:

(a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau
pembayaran Jasa);

(b) Pembayaran hutang; dan
(c) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar;

2) Ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli
yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan; dan

3) Ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

o. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang,
dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari
pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

2) Ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk
dan jumlah  pengeluaran disertai  bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 83 PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon
yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib
mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. Pada
suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam,
dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
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ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana
Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi
yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis
Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas
hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas
kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja
Ariza, M.M terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana
Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M
bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode
penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M
juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar
Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi
bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai
dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M dari KPU Kota Tanjungpinang.
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Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Lis Darmansyabh,
SH dan Drs. H. Raja Ariza, M.M dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh,
dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota
Tanjungpinang dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan
lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan dan
Mﬂpﬁfy

Nomor Register Akurftas Piblik: AP. 1881

Tangerang, 10 Desember 2024
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F. FORMULIR 6 ASERS| ATAS LAPORAN PENERIMAAN AN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

= @ 2 o B E - E

ASERSI ATAS LAFORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kam yang bertanda tangan di bawah

1. Mama H. LIS CARMANSYAH . SH
— PERUMAHAN FPINANG MERAH | TANJUNGPINANG, PROY,
e KEPULAUAN RIAU
MNomor Induk Kependudukan 2172021903700001
Jabatan Calon Walkota
2 Kamia Dre M. RAJA ARIZA MM,
JL YOS SUDARSC NO. 2. TANJUNGPINANG, PROV. KEFULALIAN
Alamat
FIALL
romar induk Kependudukan 217201 7502600001
Jabatan Calbon Wakil Wahkota

Dengan ni menyatakan kepatuhan kami lerthadap kelemtuan Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 temang Penetapan Paraturan
Femenntah Panggant! Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupali dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana teah beberapa kall diubab. terakhr dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2020 tentang Penstapan
Pemlurarn Pamenntah Pengganh Undang-LUindang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubanan Ketga atas Undang-Undang Nomar 1
Tahun 2015 entang Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2014 (entang Permniliban
Gubemur Bupati dan Wailkota Menjad) Undang-Undang Menjadl Undang-Undang dan Peraturan Kormisi Pemiliban Umum Nomor 14

Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Femilinan Walkota dan Wakil Walkota | sebagal tonkut

PATLIH/
MO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
FATLUH
1 2 3 4 5
A | Rekening Khusus Dana Kamparye (REDK)
1. |Pemblkaan a Kami dan Perwakilsn Faral Folitik Pengusul membuka |Fasal 12 ayal (1) dan ayar (2) Patuh
REDK pada Bank Umum alas nama Fasangan Calon |Peraturan  KPU  Nompr 14
dan terpisah dan rekaning pnbadi Pasangan Calan lertang Dana  Kampanye

Pemilian Gubermur dan Wakil
Gubemur, Bupab dan Wakif
Bupan, Sera Walikota dan
Wakil Walktia




PATUR!

NO HAL LUNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
b Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulal sejak | Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh
pendafiaran Pasangan Calon sampai dengan 1 {satu) KPU Nomor 14 temang Dana
Har sebeium masa Kampanye dimulal | Kampanye Pemilihan Gubermur
Iua.rl Wakil Gubemur. Bupan
dan  Wakil  Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
¢ Kami membuka dan melagorkan hanya 1 (salw) nomol Pasal 13 ayal (4) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU KPU Momaor 14 temtang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermnur
|ﬂan Wakill Guberrur. Bupan
gan  Wakil Bupahi. Sena
Wallkola dan Wakil Walikota
2. | Pengelotaan Kami menempatkan penenmaan Dara Kampanye yang | Pasal 11 aym (2) Peraturan Patuh
berbenuk uang pada RKDK terdebih dahulu sebelum | KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan | Kampanye Pemiihan Gubermur
|dan Wakil Gubermur, Bupat
\dan Wakil Bupaii, Seria
Walikota dan Wakil Walikcta
3 | Penutupan a Kami menutup RKDE pada Bank Umum paling lambar 2 | Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Har setelah masa kampanye berakhir KFU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermnur
dan ‘Wakil Gubernur, Bupati
dan ‘Wakil Bupatl, Sena
Wallkota dan Walil Waltkota
b, Kamu menyampaikan sural  permyatagn | penutupan Fasal 15 ayat (6) Perafuran Patuh
rekening khusus dana kampanye darf bank umum | KPL Nomor 14 tertang Dana
kepada KPU _ paling lambat 2 {dua) Han setelah masa| Kampanye Pemilhan Gubsmur
Kampanye. dan Wakil Gubernu, Bupab
|dan wakl Bupat, Sena
| Waltkota dan Wakil Walikota
B |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi | Kami menyuscn LADK yang memual infonmass: Pasal 26 ayal (1) Peraturan Patutt
a RKDK: KPU Nomor 14 tentang
b Saldo awnl REDK may saldo pembukaan dan sumber | Dana  Kampanye Pemilihan
perolehan: | Gubernur dan Wakil Gubernur,
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Bupan dan Wakll Bupali, Sera
penerimaan surnbangan dan pengeluaran unfuk kegiatan | Wallkota dan Wakil Walikota.
Kamparnye apabila dienma  sebelum  periode
pembukuan,
d, Catatan penermaan dan pengeluaran Pasangan Calon

termasuk sebelum pembukaan REDK

Momor pokok wajlb pajak masing-masing Pasangan
Calon, dan’

Bulkti penerimaan dan  pengeluaran  yang  dapat
diperanggungiawabkan




PATUH!

HAL UNSUR KEPATUHAN FPERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
F4 3 4 5
Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Perode pembukuan yang | Pasal 26 ayal (2) Peraturan| Patuh
timulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu)| KPU Nomor 14 temang Dana
Harn sebelum wakiu penyampaian LADK. | Kampanye Pemilihan Gubernur
‘dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupah, Sena
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye lerpisah dan terpisah dari | Fasal 21 ayal (6) Peraturan Fatuh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan KPU Nomor 14 tentang Dana
Calonfpengurus/ anggotaipersonel Parai Politik Peserta Kampanye Pemilihan Gubermur
Pemilu atau Gabungan Panai Politk Peserta Pemilu|dan Wakil Gubemur, Bupal
yang mengusulkan Pasangan Calon, dan  Wakil Bupati, Sera
Wallkota dan Wakll Walikota
t. Pembukusn Dana Kampanye mencakup informas | Pasal 21 dayal (T) Peraturan| Patuh
tentang bentuk dan jumiah penefimaan dan pengeluaran | KPU Nomar 14 tentang Cana
diserta bukt penenmaan dan pengeluaran yang dapat Kampanye Peamilihan Gubemur
dipertanggungjawabkar, dan Wakil Gubernur, Bupatl
dan  ‘Wakil  Bupah, Serna
Wallkota dan Wakil Walikow
d. Pembukuan Dana Kampanye menjad| tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan| Pamuh
Pasangan Calon, KPU Nomar 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubsmur, Bupat
dan  Wakil Bupat, Sera
Walikota dan Wakll Wallkata
Penyampaian a4 Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan | Pasal 31 ayat (1) dan ayar (2) Fatun
Laparan menginmian data dan dokumen LADK yang divnggah | Peraturan KPU  Neomor 14
melali Sikadeka; tentang Dana  Kampanye
| Pemilivan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatl dan  Wakil
Bupati, Serta Wallkota dan
Wakil Walikota
b Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Han sebelum masa|Pasal 31 ayat (2) Peraiuran Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.50 waktu setempat, | KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan ‘Wakil Gubernur, Bupati
jdan  Wakll Bupati, Sena
‘Walikota dan Wakil Walikota
€. Apabila lerdapat perbaikan, maka kami menyampaikan  Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling|Peraturan KPU Nomor 14
lambat 3 (tiga) Har sejak menerima tanda pengembalian tentang Dana  Kampanye
dan berita acara hasil pencermatan dan KPU | paling | Pemilihan Gubemur dan Wakil
lambat pukul 23.59 waktu setempat. Gubemur, Bupatl dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikola
Kelengkapan a. Patuh

Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang (erdin
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
{LADIK);

2} FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPAMNYE:

PENERIMAAN




~NO

HAL

e ————— ———— ————— . . N=

UMSUR KEFATUHAN

FERATURAN TERKAIT

PATUHS
TIDAK
PATUH

3

5

3]

4

5}

&)

7]

B

g)
10)
11}

1)

FORMUL IR 3 LAPCIRAN AKTIVITAS PENERIMAAN :
AN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; :

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAM LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR £ SURAT PERNYATAAN TANGGEUMG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAMNYE

(LADK): ;
FORMULIR LDK-RELAWAN {apabila ada);

Sahnan dan Rekemng Koran Rekening Khusus Cana
Kampanye,

Surat Peimyadaan Pemyumbang dan Parta Palik;

Surat Pemyataan Penyembang dan Persearangan;

Sural Pernyataan Penysmbang dan Badan Hukum
Swasta; dan I

Buki-bukli  iransaks: penenmaan dan  transaksi
pengelvaran. '

. Apahila LADK, yang kami sampaikan dikembahkan aleh

KPR |, maka kami melengkapi dandatau memperbaika
dakumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang
terdirl alas.

1

|

3)

4}

5)

&)

7

8
g
14}
1)

FORMULIR | LAPORAN AWAL DANA KAMPAMYE .
[LADK) FERBAIKAN,

FORMULIR 2 OAFTAR PENERIMAAR |
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PEMERIMAAMN :
DaAN FENGELUARAN DANA KAMPANYE. i

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG .
DANA KAMBPANTE. i

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS FENERIMAAMN '
DAMN PENGELUARAN DaNA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DAMNA KAMPANYE. :

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAR ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE:
LADKY :

Sabnan dan Rekaring Koran Rekening Khusys Dana’
Kamparye;

FORMULIR LOK RELAWAN {apabila ada);
Syrat Pernyataan Pemyumbang dar Panal Poliuk;
Sural Pernyataan Penyumbang dar Persearangan;

Sural Parnyaaan Penyumbang dari Badan Hukum
Swaslal dan




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN FERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
12} Bukfi-bukt transaks pengrimpan  dan  transako
pengelunran
C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. |Muatan Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dan penmekEpHEKPU'Pm 28 aya! (2) Peraturan Patuh
yang memuat nfonmas: KPLU Nomor 14
a RKDK |termana Dana Kamparnye
b, Jumlah sumbangan Dana Kampanye; Pemilihan Gubermur dan Wakil
¢. Catatan penenmaan Pasangan Calon | Gubernur,Bupat dan
i ldentitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Wakil Bupal, Sera Walikota
Pasal B ayat (3) dan ayat (4), | dan Wakil Waltkoia
e Momor pokok waib pajgk masing-masing Pasangan
Calom;
. Bukn penerimaan yang dapat dipertanggungiawabkan
dan
@ Surat pemyataan penyumbang
2. | Pambukuan a. Kami mepyusun LPSDK dengan Penode pembukuan |Pasal 28 ayar (3) Peraluran Famn
yang dimulal 1 (satu) Har setelah penutipan pembukuan | KPL Nomor 14 tentang Dana
LADK sampal dengan 1 (sat) Harl sebeium | Kampanye Pemilihan Gubermur
penyampaian LPSDK dan Wakll Gubernu, Bupah
dgan  Wakl Bupat, Sera
Wallkota dan Wakil Wallkota
b Pembukuan Dana Kampanye terpesah dan pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patun
keuangan pribad Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggotalpersonel Partal Palitik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubemur
Pemiu atsu Gabungan Panal Poligk Pesena Pemilu|dan Wakil Gubernyr, Bupati
yarig mengusulkan Pasangan Calon, darn  Wakil Bupati, Serna
Wallkota dan Wakil wallkata
c. Pembukuan Dana Kampanys mencakup Informas) | Pasal 21 ayat (7) Peraturan Fatuh
tentang bentuk dan jumiah penenmaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 lentang Dana
disertal pukn penermaan dan pengeluaran yang dapal | Kampanye Pemifian Gubemur
diperanggunyjawabkan dan Wakil Gubernur, Bupan
dan Wakil Bupatl, Sera
Wallkota dan Walal Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjad maggung jawab | Pasal 21 ayat (8) Peraturan|  Patub
Pasangan Calon KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemiliban Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupan
dan Wakll Bupali, Sefa
Walikota dan Wakil Wallkota
3 | Penyampailan a Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan|Pasal 32 ayat (1) dan ayal (2) Patuh
l.aparan menginmkan data dan dokumen LPSDK yang glunggah | Peraturan  KPU Nomor 14

melalui Sikadeka sesua dengan jadwal, paling lambat
pukul 23.59 waklu setempal.

tentang Dana  Kampanye
Pemiliran Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Waki
Bupati, Sera Walkom dan
Wakil Walikota




PATUH!

MO HAL UNSUR KEPATUHAN i PERATURAN TERKAIT TIDAK
! PATLH
1 2 3 I 4 5
b. Apabila werdapat perbakan, maka kami menyrampaikanipasal 22 ayal (4] Peraturan Panth
LPSDK perbarkan kepada KPU melalui Sikadeka paing! KPL Nomod 14 tentang Dana
tarmbat 1 (hari} Har sejak menerima tanda pengembalan | Kamparye Pemilihan Gubermur
dan berta acara hasil percermatan dark KPL palmg!dan Wakil Gubemnur, Bupah
famiat pukul 23.59 wakty setempal. ‘dan  Wakil  Bypan, Sena
wwalikota dan wakil Wwalikota
4. |Kelengkapan Kam menyampaikan LPSOK zecara lengkap yang lerdin Patuh

atas:

1

2]

4}

4]

5}

&)
7
B

£l

FORMULIR 1 LAPDRAM FPEMERIMAAM
SLIMBANGAN DAMA KAMPANYE (LPSDE)

FORMULIR Zz DAFTAR PENMERIMAARN I
SUMBANGAM DANA KAMPAMNYE!

FORMLILIR 3 SURAT PERMNYATAAN TAMGGLING
JANVAE ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (EPSDKY;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apatila ada);

Salinan dan Rekering Koran Reketing Khusus Dang
Kamparye, :
Surat Pernyalaan Fenyumbang dari Partai Polisk:

Sural Pernyataan Penyumbarg darl Persesrangan;

Suran Permyataan Pemyumbang dar Badan Hukum
Swasia dan lampiran; dan

Bukii-bukti  transaks: penenimaan  dan  transaks
pengeaaran

h. Apabida LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan aleh;
KPL . maka kami melengkap dan/alau eemperbak |

dokumen LPSOK dimaksud dengan LPSDK perbaikan |
wang [erdin atas: i

1}

2

3

4
3]

6)
7
)

=)

FORMULIRE 1  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA  KAMPANYE  (LPSDK)
PERBAIK AN :

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN ;
SUMBANGAN DANA KAMPANYE! :

FORMULIR I SURAT PERMNYATAAN TANGGLING

JAawAB ATAS LAPCRAMN FEMNERIMAAN |
SUMBANGAN  DANS  KAMPANYE  {LPSDKH] .
FERB&IKAM; :

FORMULIR LDK-RELAWAN {apabila ada),

Sabnan dan Rekening Karan Rekening Khusus Dana
¥ampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dart Panal Paolitik;
Surat Pernyataan Penyumbang daf Persecrangan:

Gurat Pernyalaan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukt-buktl  transaks  penerimaan  dan nansakmi

pengeluaran. !
1




5 PATUH!
WO HaL UNSLUIR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIOAHR
PFATUH
1 2 3 4 5
0. |Laporan Penenmaan dan Pengeiuaran Dana Karnpanye (LPPDHG
1. |Muartan Informasi | Kami menyusun LPPDE yang memuar informasi: - Pasal 20 ayal {1} Peratran Patuh
a. RKDK; Komesl Permilihan Umum
b. Salde awal arfau saldo pembukaan dan  surmber Momor 14 enlang  Dana
peraleban. K amparngs
c. Saldo awal pembukisan yang merupakan sisa saldo hasi Pemilihan Gubemur dan Wakil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Gubernur, Bupati dan  Wakil
Kampanye  apabila  diterima  sebelum  periode Bupali, Serta Walkoa  dan
L e L EET Wakil Walkoua
d. catatan penerimaan dan pengetuaran Pasangan Calon
| ermasuk sebelum pembukaan REDEK.
e. Momor pokok wapb pajak masng-masny  Pasangan
| Calon;
i f. Bukti pensnmaan dan pengeluaran  yang dapal
1
! dipertanggungjawabean;
| & Saldo akhir pada saat penutupan pambukuan LPPDK;
i dan
; 2. | Pembukuan a. Kami meryusun LPPOK dimelai 1 {saw) Han 5E.'ll!'_‘|ah:PE|.EEl] a0 ayal (3} Peraturan Patuh
penutupan pembukuan LADK dan ditiup pada saat’KPU Nomor 14 tentang Cana
masa Kampanye berzkhr, i kampanye Pemilihan Gubemur
;l:lan Wakil Gubernur. Bupati
‘oan  Waki  Bupati, Sena
! SWalkota dan Wakil Wallkota
) k. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dah pernbukuan | Pasal 21 ayat (6] Peraturan Fatuh
i keuangan pribadi Pasangan [KPU Momaor 14 tentang Dana
i Calonwpangurusfanggola/parsoned Fara: Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubemur
i Pemiiu atau Gabungan Para Foliok Peserta Permilu | dan Wakil Gubernor, Bopan
i yang mengusulkan Pasangan Caion. dan  Wakil Bupati, Serta
I ‘Wallkata dan Walal Walkora
€. Pembukuan Dana Kampanye mehcakup inlormasi | Fasal 2@ ayal §7] Peraturan Patut
lentang benek dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPL Nomor . entang Dana
disertal bukh penenmazn dan pengeluaran yang dapal | Kampanye Femilinan Gube e
dipertanggungjawabkan. dan wakil Gubernur. Bupab
dan  Wakil  Bupat. Serta
i Walkora dan Wakil Walkola
. Pembukuan Dana Kampanye menjad ranggung jawabiPasal 21 ayat (8) Perateran Paluh
Fasangan Calon. KPL Momad 14 tentang Dana
kampanye Pemilihan Gubernur
jdan Wakil Guba2rnur, Bupab
‘dan  ‘Wakl Bupab. Sera
VwWallkota dan Waal Walikora
...... R K — _——— e —e——
3. | Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK  kepada K P U dengan; Pasal 33 ayat {1} dan ayal (2} Pamh
Laperan mengitimkan data dan dokumen LPPDK yang divngaahn ; Peraiuiran KPU Nomor 14
melalui Sikadeka. itentang Dana  Kampanye
.Pemihhan Gubermur dan Walkil
- Gubemur, Bupati dar ‘Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Wallkota




PATUHY

atas

1} FORMULIR 1 LAPCRA&M PEMERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

2} FORMULIR 2 DAFTAR FENERIMAAN
SUMBANGAN DAMA KAMPANYE.

21 FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
OAM PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4y FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAANM BARAMNG
DAMA KAME ANYE,

5] FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELLUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM FERIQDDE FEMBUKLUAN LARCRAN:
PENERIMAAN DAM PENGELUARAN DANA|
KAMPANYE;

G) FORMULIR & ASERSI  ATAS  LAPORAN
FENERIMAAM DaM PENGELUARAN  DANA
KAMPANYE (LFPDK);

7] FORMULIR LDK-REL&AWAN [apahila ada}:
d] Surat Pernyalaah Petyumbang dan Partad Polk;
9} Surat Pernyataan Peryumbang dan Perseorangan;

107 Surat Pernyataan Fenyumbang dan Sadan Hukumn
Swasta dan lampiran: dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekermng Khusus Dana
k.amparnye;

12) Sural Pemyataan  Jdai Bank  Umum yang

menyatakan bahwa rekening  Fasarmgan  Calon
bersangkutan telah dilutup; dan |

131 Bukdi-pukti fransaks penenmaan dan transaksli
pEnQoiLaran. :

. Apabila LPPDK yang kami sampatkan dikembalikan mehi

KPLU ., maka karm melengkapi daniatau rnerrmerbaikii
dokumen LPPOK dimaksued dengan LPPDK perbaikan:
wang werdiri alas

MO HAL UNSUR KEPATUHARN PERATURAM TERKAIT TIEAK
: PATUH
1 2 3 4 5
Kami menyampaikan LPRDOK paling lambat 1 {salu) han; FPasal 33 ayat {2) Peraturan| Pawh
setetah masa Kampanye berakbis, paling lambat ZE.SQ;KPU Mamor 14 terntang Dana
waklu setempat. 1 Kampanye Pemilihan Gukemur
. cflan  wakil Guberrwr, Bupal
: ;dan Wakil Bupali, Sema
i “Walikota dan Wabkit Walikola
i . Apabila erdapal perbaikan, maka kam menyﬂmpaikanipasal 33 ayat (5] Peraturan Palh
LPPDE perpakan kepada KPU melalui Sikadeka pailngf KPLt Nomagr 14 terniang Dana
lamhat 1 {han} Han sejak menerima tanda pengembialian | Kampanye Permiliban Gubernur
dan berta acara hasil pencermatan dan KPL palmgidan Wakil Gubernur, Bupab
lambat pukul 2358 wakiu setempat. cdan Wakl  Bupal.  Serta
i Walkola dan ‘\Walal Walikola
4. |Kelengkapan Karm menyampakan LPPDK secara lengkap yang terdini Pamh




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9
10)

11)

12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  DANA
KAMPANYE:

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada),
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pemyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan ftransaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politk dan/atau Gabungan Fariai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Paolitik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum
swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur. Bupati
dan Wakil Bupati, Serna
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumiah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
| Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupat dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
JWakil Walikata

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 Bl 5
a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. |Sumbangan yang|Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang| Pasal 73 Peraturan KPU Patuh
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang |[Nomor 14 tentang Dana
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Kampanye Pemilihan Gubernur
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; dan Wakil Gubernur, Bupali
dan Wakil Bupati, Serta
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada \yajikota dan Wakil Walikota
KPU ; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling |
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Patuh
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA

ARMANSYAH , SH)

Tanjungpinang, 25 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

A

—

(Drs. H. RAJA ARIZA | M.M.)




Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LPPDK)



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN FENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

c
HANURA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANJUNG PINANG
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
H, LIS DARMANSYAH , SH - DRS. H. RAJA ARIZA , MM,
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp} BARANG (Rp) JASA (Rp)
Al | Penerimaan sebelum penode 100.000.000 o 0
pembukuan
A2 |Penerimaan sumbangan
I Pasangan Calon 1.400.000.000 1.350.000.000 0
z. Partal Politik atau Gabungan Panai 0 0 0
Politik
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 1] 0
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 1.400.000.000 1.350.000.000 0
A3 |Penenmaan Lan-Lain
1. Bunga Bank
JUMLAH PERNERIMAAN LAIN-LAIN
A4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
| Penerimaan Barang Hasil Pembualtan 0 0 0]
Bahan/Design danfatau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 a 0
Pembuatan Bahan/Design danfatau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 1.500.000.000 1.350.000.000 0
B Pengeluaran sebelum periode D 0 0

pembukuan




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG [Rp) JASA (Rp)
B.1 |Pengeluaran
1 Rapat Umum 0 a 0
2 Pertemuan Terbatas 27.445.000 96.375.000 0
2 Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 1.378.341.000 1.010.800.000 a
4 Pembuatan/Produksi [kdan di Media 0 0 0
Massa Cetak, Media Massa Elekironik.
Media Sosial. dan Media Dalam
Janingan
5. Fembuatan Bahan/Design dan/atau Alat o 0 0
Peraga Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 0 0 0
Umum
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 0 o 0
Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar o a 0
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan
9, Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 0 0 0
b. Pembelian Asel 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 o 0
d. Pembelian Perlengkapan Kantor o 4] 4]
g. Pembayaran Utang Pembehan o o 0
Barang
f. Pengeluaran Lain 43.176.750 ] a
TOTAL PENGELUARAN 1.448.962.750 1.107.175.000 o
c Utang
1, Utang Pembehan Barang 0 0 0
D Saldo
L Kas di Rekening Khusus Dana 51.037.250 4] 0
Kampanye
Kas di Bendahara 0
Barang 0 242.825.000

CALON WALIKOTA

(H. DARMANSYAH | 5H)

Tanjungpinang, 25 November 2024
CALON WAKIL WALIKOTA

—_—

(Drs. H. RAJA ARIZA , MM.)




